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MOTTO 
 

 

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupanya.  

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  

QS Al-Insyirah: 5. 

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji 

kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib 

 



 
 

i 

ABSTRAK 

 

Aji Anugrah (2023): “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten 

Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” 

 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator  kurang 

maksimalnya implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam 

fungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD tidak pernah turun 

langsung kemasyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat. Permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi fungsi badan permusyawaratan desa 

berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 di Desa Pulau Jum‟at 

kabupaten Indragiri hulu menurut perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum‟at. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan. Populasi penelitian ini berjumlah 5 

orang. Dengan sampel keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan 

metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi fungsi  BPD di Desa Pulau Jum‟at. 

Hasil penelitian ini adalah implementasi fungsi BPD sudah dilaksanakan 

tetapi belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya fungsi legislasi 

yang sudah menghasilkan APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi 

manampung aspirasi masyarakat, BPD baru sebatas pertemuan formal dan belum 

dapat menampung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi masyarakat. Sedangkan 

fungsi pengawasan BPD belum juga berjalan dengan maksimal, hal ini dapat 

dibuktikan masih banyak dijumpai jalan semenisasi yang  cepat rusak. Kemudian 

sering ditemukan kantor desa Pulau Jum‟at sudah tidak ada yang bekerja ketika 

waktu sesudah dzuhur jam 14.00. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kurang optimal pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum‟at ialah: 1) sarana 

kerja yang kurang memadai. 2) kecilnya pendapatan tujangan anggota BPD. 

Berdasarkan tinjaun fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum‟at 

sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga 

legislasi yang paling dikenal dengan membuat undang-undang, pelaksanaan 

musyawarah dan pengawasan sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW 

dan menjunjung tinggi konsep syura.  

 

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisai 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan 

dan juga peluang bagi daerah untuk meyelenggarakan Otonomi Daerah. 

Makna yang paling mendasar dari Otonomi Daerah adalah adanya 

kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. 

Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyatakan “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. 

Pemerintahan desa merupakan sub sistem pemerintahan terkecil di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
1
  

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, dengan 

diterbitkanya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan 

pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan 

kewenangan desa. Bisa dilihat pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 

                                                             
1
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (1). 
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tentang desa. Dalam undang-undang tersebut desa dibagi menjadi dua macam, 

yaitu desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai 

ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat 

melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa 

berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat.  

Oleh karena itu, desa berdasarkan undang-undang tentang desa dan 

desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul , dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping mengatur 

mengenai kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, Undang-Undang 

Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan 

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
2
 

Hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, yang 

menyatakan  Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD ini 

memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan 

yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan 

pengawas. BPD beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk untuk 

                                                             
2
 Setyo Nugroho, Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan 

Kelurahan, Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2013. h. 253.  
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memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk 

berpatisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, serta sebagai 

perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat tingkat desa.
3
 

Berdasarkan prinsip dasar negara sebagaimana telah diuraikan peneliti 

di atas terdapat kesamaan antara prinsip fiqh siyasah dengan konsep 

pemerintahan di Indonesia. Yang mana dalam objek kajian fiqh siyasah 

mejelaskan prinsip dasar pemerintah dan masyarakat  itu menempatkan peran 

serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan dalam setiap 

permusyawaratan. Berkaitan dengan hal tersebut fiqh siyasah juga membahas 

tentang permusyawaratan yang mana dapat ditinjau dari segi politik islam. Hal 

ini dijelaskan didalam QS Asy-Syura (42) 38 :   

                            

   

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki 

yang kami berikan kepada mereka.”
4
 

 

Secara tekstual, ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim 

Madinah (Ansar) yang bersedia membela Rasullulah saw dan menyepakati hal 

melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. 

Meski demikian, kandungan ayat ini berlaku dan bersifat untuk umum dan 

mencakup segala aspek kehidupan. Dengan demikian, ayat tersebut 

                                                             
3 Rudy, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung: Aura 2022), cet. ke-1, h. 39. 

 4 Mushaf al-Azhar, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10, h. 487  
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menunjukkan bahwa musyawarah  merupakan kewajiban atas dasar perintah 

yang sama.  

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa masih adanya penerapan yang kurang sesuai 

dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Dimana dalam pasal 23 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi yaitu: membahas dan 

menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala 

desa.  

Berdasarkan  hasil survey dan informasi yang didapat penulis 

dilapangan bahwa di Desa Pulau Jum‟at Badan Permusyawaratan Desa dalam 

fungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan 

cukup baik, hal ini di buktikan BPD tidak pernah turun langsung 

kemasyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat. Kemudian dalam 

mengawasi pembangunan desa Badan Permusyawaratan Desa belum cukup 

baik, hal ini dilihat dari BPD tidak turun langsung kelapangan untuk melihat 

bagaimana pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan semenisasi jalan.  

Dari uraian latar belakang dan fenomena lapangan hasil survey, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menjadikan sebuah karya 

ilmiah skripsi dengan judul, “Implementasi Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah”.  
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B. Batasan Masalah  

Supaya lebih terarahnya penelitian ini pada sasaran yang di inginkan, 

maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti pada 

“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum‟at Kabupaten Indragiri Hulu 

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.”  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

dapat dirumuskan  beberapa masalah yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau 

Jum‟at? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimal implementasi fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum‟at? 

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum‟at? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk meneliti Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum‟at. 

b. Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum‟at. 
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c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Fungsi 

Badan Permusyawaratan di Desa Pulau Jum‟at 

2. Manfaat Penelitian  

a. Penilitan ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat 

umumnya dan peneliti khususnya terhadap Implementasi Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Berdasarkan Perda 3 Tahun 2019 di Desa 

Pulau Jum‟at.  

b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk para akademisi maupun 

sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan. 

c. Memperkaya Khazanah intelektual kepustakaan 

d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada kosentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

E. Sistematika Penulisan 

Supaya memperoleh gambaran umum dan memudahkan peneliti dalam 

menyelesaikan tulisan ini maka, peneliti membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  :  TINJAUAN TEORI 

  Pada bab ini penulis mendeskripsikan mengenai teori-teori yang 

mengenai yang berkaitan dengan masalah yang diangkat 
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meliputi: pengertian desa, kewenangan desa, penyelenggaraan 

pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, hak dan 

kewajiban badan permusyawaratan desa, tugas dan fungsi badan 

permusyawaratan desa, peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 

tentang badan permusyawaratan desa, dan fiqh siyasah. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis mendeskripsikan metode penelitian yang 

berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan 

obyek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, metode pengumpulan data dan analisi data 

BAB IV : IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN 

PERMUSYAWARATAN  DESA     (BPD) BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA 

PULAU JUM’AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

  Pada bab ini dideskripsikan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di 

Desa Pulau Jum‟at Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Desa 

Istilah desa berasal dari kata “swadesi” (bahasa sangsekerta) yang 

berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara 

teminologi desa adalah sekelompok rumah luar kota yang merupakan 

kesatuan kampung.
5
  

Berdasarkan  pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 

Republik Indonesia.
6
 

Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 

tentang desa mengartikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan 

urusan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui kepala desa 

                                                             
5
 Rudy, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung: AURA, 2022), cet. ke-1, h. 1. 

6
 Ibid., h. 2. 
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dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana 

pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi 

pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD).
7
 

Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan 

otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam 

mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-

usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat 

namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan 

negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.  

2. Kewenangan Desa 

Di dalam pasal 18-19 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan 

kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.
8
 Kewenangan 

desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul 

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa 

masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 

                                                             
7
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07: 

Tambahan Lembaran Nomor 5495 tentang Desa, h. 2.  

8
 Ibid. 
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antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata 

dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan 

masyarakat Desa. 

b. Kewenangan lokal berskala desa 

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” 

adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan 

desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar 

desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, 

pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan 

desa, embung desa, dan jalan desa. 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, 

atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9
 

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 23 UU desa menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintahan 

Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan berdasarkan asas-

asas yang juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 UU desa 

yakni: 

                                                             
9
 Rudy, op. cit., h.14. 
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a. Asas kepastian hukum 

b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan 

c. Asas tertib kepentingan umum 

d. Asas keterbukaan 

e. Asas proporsionalitas 

f. Asas profesionalitas 

g. Asas akuntabilitas 

h. Asas efektivitas dan efisiensi 

i. Asas kearifan lokal 

j. Asas keberagaman; dan 

k. Asas partisipatif.
10

 

Nurcholis mengatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan unsur 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok 

yakni: 

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 

membangun dan membina masyarakat. 

b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten.
11

 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Pemerintahan Desa 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala 

desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 

                                                             
10

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07: 

Tambahan Lembaran Nomor 5495 tentang Desa, h. 13-14. 
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 Rudy, op. cit., h. 19. 
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memberikan payung hukum sekaligus pedoman yang lebih kuat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa 

a. Defenisi Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk 

mendorong terciptanya partnership yang yang harmonis serta tidak 

konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai 

wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik 

ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat.
12

 

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan didalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 

yang mana Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang 

mana anggotanya terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak 9 

orang.
13

 

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas 

pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Pulau Jum‟at yang 

                                                             
12

 Sofian Malik, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Ius Constituendum. Vol. 5, No. 2 Oktober 2020, h. 327. 

13
 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2019 Nomor 03, h. 4.  
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berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berkedudukan 

sejajar dengan pemerintah desa yang berfungsi menetapkan peraturan 

desa serta Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Fungsi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan 

suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian 

organisasi). Sedangkan fungsi dan tugas BPD sendiri pada dasarnya 

mengacu pada perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi 

legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

fungsi pengawasan.  

Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki fungsi strategis 

dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya 

kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu 

alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan 

dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas 

kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa.  
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Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019  

pada pasal 23 yaitu: 

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama  

kepala desa.. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.  

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
14

 

c. Tugas Badan Permusyawaratan Desa 

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang 

ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab seseorang atau  oganisasi. 

Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 

pasal 24 yaitu : 

1. Menggali aspirasi masyarakat; 

2. Menampung aspirasi masyarakat; 

3. Mengelola aspirasi masyarakat; 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD; 

6. Menyelenggarakan musyawarah desa; 

7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

                                                             
14

 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2019 Nomor 03,  h. 10. 
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8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan 

kepala desa antar waktu; 

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa; 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintah desa; 

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah 

desa dan lembaga desa lainnya; dan 

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
15

 

d. Hak Badan Permusyawaratan Desa  

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada pemerintahan desa; 

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa;  

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
16

 

 

                                                             
 

15
 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2019 Nomor 03,  h. 10 

16
 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2019 Nomor 03, h. 11. 
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Sedangkan hak anggota Badan Permusyawaratan Desa: 

1. Mengajukan usulan rancangan peraturan desa  

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat 

4. Memilih dan dipilih  

5. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan 

lainya dari anggaran pendapatan dan belanja desa 

e. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat desa 

4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan/atau golongan 

5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa 

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan desa. 

f. Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu institusi yang 

ada di desa tentunya memiliki keanggotaan. Pertama, anggta BPD 
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berasal dari penduduk desa setempat yang di ajukan dari kalangan 

adat, kalangan agama, kalangan organisasi politik, golongan profesi 

dan unsur pemuka masyarakat lainnya. Kedua, anggota BPD dipilih 

berasal dari masyarakat desa yang memenuhi syarat, sehingga orang 

yang akan duduk sebagai anggota BPD benar-benar yang layak dan 

memenuhi syarat. 
17

 

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

seorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 

adalah: 

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; 

3. Berusia minimal 20 tahun atau sudah/pernah menikah; 

4. Berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

5. Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa; 

6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 

7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan 

8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
18

 

                                                             
17

 Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, Badan Permusyawaratan Desa, (Pekanbaru: 2016), 

cet. ke-1, h. 19. 

18
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2019 Nomor 03, h. 4. 
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5. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Secara 

etimologi kata fiqh dalam bahasa arab bersal dari kata faqiha yang 

berarti memahami dan mengerti. Sedangkan secara terminologi dalam 

peristilahan syar‟i fiqh atau ilmu fiqh adalah ilmu yang berbicara 

tentang hukum-hukum syara‟ amali (praktis) yang penetapannya 

diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-

dalilnya yang terperinci dalam nash.
19

 

Sedangkan kata siyasah س يا سة diambil dari kata ساس (saasa) 

artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Jadi 

siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, 

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintah dan politik. Secara terminologi dalam lisan al arab siyasah 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa 

kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah 

mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan 

pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang 

tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah 

diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam 

memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan 

                                                             
19

 Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Sebuah Pengantar, (Depok: Rajawali Pers 

2019), cet. ke-7. h. 2. 
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pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan 

diri dari masalah kekuasaan.
20

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah 

adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan 

dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal 

(kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat 

kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-

nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara 

lain membicarakan tentang siapa sumber kekukasaan, siapa pelaksana 

kekukasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana 

kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan 

kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan 

kekukasaannya. 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

1. Siyasah Dusturiyyah 

Secara bahasa dusturiyyah adalah asas, dasar atau 

pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam  sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) 

maupun yang  tertulis (konstitusi). Berdasarkan hal tersebut 
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 Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon, Fiqh Siyasah, (Bengkulu: LP2 IAN 

Curup 2019), cet. ke-1, h. 7. 
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prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang 

dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan 

hukum, tanpa membedakan status manusia. Adapun ruang lingkup 

bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara 

pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di 

dalamnya.
21

 

Kajian siyasah dusturiyyah dibagi menjadi tiga macam, 

sebagaimana berikut: 

a. Konstitusi 

Konstitusi disebut juga dusturi. Dalam konstitusi 

dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan 

disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, 

sumber  perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber 

material  adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti 

sumber  konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan 

rakyat.  Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena 

memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan  

masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan  

dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar  

tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu  

mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran  undang-

                                                             
21

 Ibid., h. 57. 
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undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu 

menjelaskan hal-hal tersebut, misalnya UUD 1945.
22

 

b. Legislasi 

Kekuasaan legislasi disebut juga al-sulthah 

altasyrifiqh'iyyah. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah  

Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan  

ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan  

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. 

Disamping itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah 

altanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-

qadhaiyyah, kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan 

model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh 

Montesquieu- Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang 

dipopulerkan oleh JJ Rousseau- Swiss; suatu model kekuasaan 

yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan 

melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi 

dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan yaitu legislatif, 

yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegaggkan teori 

demokrasi. 

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat 

dirumuskan  sebagai berikut : a). Pemerintah sebagai pemegang 

kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan 

dalam masyarakat Islam. b). Masyarakat Islam yang akan 
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melaksanakan. c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan 

nilai dasar syari‟at dan fiqh Islam.
23

 

c. Ummah 

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat 

macam, yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas 

dasar iman/sabda Tuhan. b). penganut suatu agama atau 

pengikut Nabi. c) khalayak ramai dan. d) umum, seluruh umat 

manusia. Orientalis Barat menganggap kata ummah tidak 

memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan nation 

(negara) atau nation state (negara-kebangsaan) lebih mirip 

dengan communuity (komunitas). 
24

 

2. Siyasah Dauliyah 

Siyasah dauliyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang  

membahas tentang hubungan satu negara dengan negar lain. 

Perjanjian antar negara dan adat kebiasaan menjadi dua sumber 

yang terpenting dalam hubungan damai antar negara tersebut. 

Dalam kajian selanjutnya, hal ini dikenal dengan hubungan 

internasional.  

3. Siyasah Maliyyah 

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam 

sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapat dan 

belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber 
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pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, 

sumber-sumber yang ditetapkan syarafiqh' adalah khumus al-

ghanaim (seperlima rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu 

Yusup menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-

ghanaim, al-faifiqh', jizyah, fiqh'usyur al-tijarah, pajak dan sumber-

sumber lainnya.
25

 

c. Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

a. Defenisi Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

Secara bahasa ahlu halil wal al-aqdi terdiri dari tiga kata;  

Ahlul yang berarti berhak (yang memiliki). Halil, yang berarti 

melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. „aqdi, yang berarti 

mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Secara terminologi 

ahl al-hall wa al-‘aqd berarti orang yang mempunyai wewenang 

untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat 

(warga negara).
26

 

Dengan kata lain ahl al-hall wa al-‘aqd adalah lembaga 

perwakilan yang menampung menyalurkan aspirasi atau suara 

masyarakat. Anggota ahl al-hall wa al-‘aqd ini terdiri dari orang-

orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah 

yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara 

sebagai pemimpin pemerintahan.  
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Al-Mawardi dalam buku Muhammad Iqbal menyebut ahl 

al-hall wa al-‘aqd dengan ahl al-ikhtiyar, karena merekalah yang 

berhak memilih khalifah. Adapun Ibnu Taimiyah menyebutnya 

dengan ahl al-syawkah. Sebagian lagi menyebutnya dengan ahl al-

syura atau al-ijtihad. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka 

dengan ahl al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian 

sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) 

dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi 

tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Sejalan dengan 

pengertian, Abdul Hamid al-Anshari menyebutnya bahwa majelis 

syura yang menghimpun ahl al-syura merupakan sarana yang 

digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan 

masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.
27

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami penulis bahwa, 

ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga yang memiliki kewenangan 

untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan permasalahan umat, 

atau lembaga yang diamanahi sebagai wakil umat (rakyat) untuk 

mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terciptanya 

kehidupan yang lebih baik di dalam suatu negara. 

b. Sejarah terbentuknya lembaga Ahl al-Hall Wa al-Aqd 

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal Pemerintahan 

Islam tentang ahl al-hall wa al-aqd adalah ahl al-syura. Pada masa 
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al-Khulafa‟ al-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Umar 

bin Khattab, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa 

sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan 

kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. 

Mereka dalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk oleh Umar 

untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan 

menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl 

al-syura atau ahl al-hall wa al-aqd belum lagi terlembaga dan 

berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior 

yang telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam 

menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.
28

 

Dalam sejarah islam pembentukan ahl al-hall wa al-aqd 

pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di 

Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk Majelis 

al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan 

sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota Majelis 

Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak 

langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang 

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu 

khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, Daulah Bani 

Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang 

telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu‟awiyah 

yang berkuasa di Damaskus. 
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Disamping itu pembentukan lembaga ahl al-hall wa al-aqd dirasa 

perlu dalam pemerinthan islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan 

yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga 

mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam, karena itu para ahli fiqh 

siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya kelembagaan syura ini, 

yaitu:
29

 

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai 

pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok 

masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan 

kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang. 

2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan 

musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak 

mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. 

Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 

Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. 

3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. 

Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan 

musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. 

4. Kewajiban amar ma‟ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada 

lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan 

rakyat. 

5. Kewajiban taat kepada ulil al-Amr (pemimpin umat) baru mengikat 

apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. 
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6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga 

musyawarah sebagaimana dalam surah Asy-Syura 42:38 dan Ali-Imran 

3:159. Disamping itu, Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan 

musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan 

pemerintah.
30

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki ruang 

lingkup permasalahan yang yang hampir sama, diantaranya: 

1. Ummi Sa‟Adah (Skripsi), dengan judul skripsi “Pelaksanaan Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi 

Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten 

Serdang Bedagai)”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek 

penlitian dan konsep yang digunakan.  

2. Ombi Romli dan Elly Nurlia (Jurnal), dengan judul “Lemahnya Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan 

Desa (Studi Desa tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan 

konsep teori yang digunakan.  

3. Syarifah Devi Isnaini Assegaf (Skripsi), dengan judul “Pelaksanaan Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. 
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Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan 

konsep teori yang digunakan.  

4. Rany Agnesia (Skripsi), dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di Desa Binamang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. 

Adapun yang membedakan ini dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian.  

5. Nadila C Sari (Skripsi), dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit 

Kemuning Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. 

Adapun yang membedakan ini dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep teori 

yang digunakan serta lokasi penelitian.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan 

(field research) yaitu data  diperoleh dengan melakukan penelitian langsung 

yang memnafaatkan data dari hasil observasi partisipan, wawancara dan 

dokumen lain untuk menelaah dan memahami sesuatu.
31

 Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap 

kenyataan sosial. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Jumat Kecamatan Kuala Cenaku 

Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh peneliti 

untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai 

permasalahan yang diteliti.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Badan  

Permusyawaratan Desa di desa Pulau Jum‟at. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah implemantasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jumat Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
32

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi terdiri dari: ketua BPD, Wakil BPD, 

sekretaris BPD, kepala desa, dan sekretaris desa. Jadi, berjumlah 

keseluruhannya adalah sebanyak 5 orang yang menjadi populasi.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang mewakili populasi tersebut.
33

 Adapun sampel dalam  

penelitian ini diambil secara keseluruhan dari populasi yang terdiri dari 5 

orang.  

 

E. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.  

Sumber data dibagi 2 yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh 

langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka 

yang berkenaan dengan yang diteliti. 
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, 

peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang 

sedang diteliti.
34

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah: 

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana 

dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala 

spontan yang terjadi saat itu.  

2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah analisis yang bersifat 

induktif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya 
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digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah dimana peneliti 

berperan sebagai instumen kunci.
35

 

 

H. Teknik Penulisan  

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan  

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. 

2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh  

kesimpulan secara umum. 

3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum‟at 

Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan fungsi BPD sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, hal 

ini dapat dibuktikan dari fungsi legislasi bahwasanya sudah  ada peraturan 

desa yang sudah dihasilakan oleh BPD dan kepala desa tentang APBDes 

dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung aspirasi masyarakat 

belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat bahwasannya BPD 

dalam menjalankan fungsi ini baru sebatas pertemuan formal dan belum 

dapat menapung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan 

masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan BPD belum juga berjalan 

dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan masih banyak dijumpai jalan 

semenisasi yang  cepat rusak. Kemudian sering ditemukan kantor desa 

Pulau Jum‟at sudah tidak ada yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur 

jam 14.00. 

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan 

fungsi BPD di Desa Pulau Jum‟at ialah: Pertama kurang didukung oleh 

sarana kerja yang memadai  seperti  kantor, dan fasilitas atau peralatan 

kerja, dan alat transportasi. Kedua kecilnya pendapatan tujangan anggota 
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BPD, sehingga anggota BPD tidak fokus bekerja karena harus mencari 

pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

3. Berdasarkan tinjaun fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau 

Jum‟at sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana lembaga tersebut 

sebagai lembaga legislasi yang paling dikenal dengan membuat undang-

undang, pelaksanaan musyawarah dan pengawasan sejalan dengan apa 

yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.  

 

B. Saran  

1. Bagi BPD diharapkan lebih memahami, mengetahui seluruh kebutuhan 

masyarakat dan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-

permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta harus lebih 

maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya.  

2. Bagi BPD diperlukan sosialisai yang lebih menyeluruh dan secara rutin 

kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsinya.  

3. Bagi BPD dan pemerintahan desa agar selalu berkerjasama dalam 

menciptakan kemaslahatan dimasyarakat serta mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
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C. Undang-undang  

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 



 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

A. PEDOMAN WAWANCARA  

1. Bagaimanakah peranan atau posisi BPD di Desa Pulau Jum‟at?  

2. Apakah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)?  

3. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting adanya dalam suatu 

Desa?   

4. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan 

Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Dea (BPD)?  

5. Apakah  ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan 

musyawarah dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama 

kepala desa? 

6. Dalam satu tahun berapa kali BPD dan perangkat Desa melakukan rapat 

evaluasi dan musyawarah? 

7. Apa produk yang dihasilkan dari musyawarah tersebut? 

8. Dalam menampung aspirasi masyarakat bagaimana mekanisme yang 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa? 

9. Ketika ada aspirasi bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa 

mengolah aspirasi tersebut? 

10. Apakah ada BPD melakukan sosialisai terhadap mekanisme dalam 

menampung aspirasi masyarakat? 

11. Dalam fungsi pengawasan kinerja kepala Desa model pengawasan seperti 

apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? 



 
 

 

12. Apakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap kinerja kepala Desa ini sudah pernah disosialisasikan kepada 

masyarakat?  

13. Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa dan 

perangkat Desa lainnya sudah sepakat mengenai tugasnya masing-

masing?  

14. Kesulitan apa yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan 

tersebut?   

15. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala Desa?  
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